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Abstract

Rapih Doho Train is classified into short range itrahat provide seatless ticket that caused théodohg

passengers remain unseated which caused inconvfen@ny passengers. The train doesn’t provide ispgdace

for the unseated passengers so it is certain flbloiang passengers to fill any empty space inskdettain, such as
near the toilet, along the corridor, and cornertbg train which caused train become fully cramgadther view,
the passengers as a consuments have some rightangered on Fourth Chapter in Consument ProtectiamvLin

term of safety, security, and amenities. PT KAaarvice provider is allowed to sell seatlesseiabnly for short
range train, and the standart already arranged bgnsportation ministry regulation. Based on thigwj some
problem arised whether the vend of seatless tigketished the consument rights on Consument Piotetiaw or

not. This research found that minimum standart candportation ministry regulation doesn’t considédre

consument rights for amenities and security.

Keywords : consument rights, service provider responsila@itithe vend of seatless ticket

Abstrak

KA Rapih Doho termasuk dalam KA jarak dekat yang ngeeliakan tiket tanpa tempat duduk
menyebabkan banyak penumpang berdiri dan menimbWtkéidaknyaman baik bagi penumpang dengan tempat
duduk maupun penumpang tanpa tempat duduk. Pengmyaergy berdiri tidak disediakan tempat khusus ggjan
harus berdiri di tengah koridor, di ujung-ujung lgmrg, bahkan di dekat toilet dan pintu kereta yaregyebabkan
keadaan dalam gerbong menjadi penuh sesak. Dlasisikonsumen mempunyai hak yang dijamin dalamalPé4s
UUPK diantaranya mengenai keamanan, kenyamanankekglamatan. PT KAI sebagai pelaku usaha memang
diperbolehkan untuk menjual tiket tanpa tempat #ucwsus bagi KA jarak dekat, dan standarnya telitgdmtukan
dalam Peraturan Menteri Perhubungan, sehingga rhypsmasalahan apakah aturan mengenai penjualah tik
tanpa tempat duduk ini melanggar hak konsumen dalaMAK atau tidak. Dari hasil penelitian dapat disutkan
bahwa standar minimal pelayanan yang telah ditetapkasih mengesampingkan hak konsumen atas kengaman
dan keselamatan.

Kata kunci : hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, penjudantanpa tempat duduk
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A. PENDAHULUAN
Mobilitas masyarakat yang semakin tinggi saat ienjadikan kereta api sebagai salah
satu alat transportasi yang paling banyak disendingdonesia termasuk di wilayah Jawa Timur.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkammMa ada kenaikan signifikan pengguna

kereta api dari tahun 2006 sampai 2816.

Dalam hal ini PT KAI berperan sebagai pelaku us&asal 1 angka 3 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumemdyselanjutnya disebut UUPK)
dijelaskan pelaku usaha adalah setiap orang persgam atau badan usaha, baik yang berbentuk
badan hukum maupun bukan badan hukum yang didimlean berkedudukan atau melakukan
kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indméaik sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usidiam berbagai bidang ekonomi, dalam
penjelasannya pelaku usaha yang termasuk dalanempmgini adalah perusahaan, korporasi,
BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributorndain-lain.

Pengertian konsumen berdasarkan Pasal 1 angka Kldd#&ah setiap orang pemakai
barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyabakabagi kepentingan diri sendiri, keluarga,
orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidakukdntliperdagangkan. Sedangkan PT KAI
berperan sebagai pelaku usaha yang melakukan &egiattha dibidang jasa, yang dalam UUPK
juga dijelaskan bahwa jasa adalah setiap layanag parbentuk pekerjaan atau prestasi yang

disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan kdégfsumen. Dengan pengertian-pengertian

1 https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/14 Idiakses pada 22 Oktober 2017 jam 16.47 WIB
68



:: HUKUM BISNIS:: EISSN 2460-0105
Universitas Narotama Surabaya
Volume 2 Nomor 2, Oktober 2018

tersebut menjadi jelas bahwa hubungan antara PTd&Alpenumpang terikat dalam Undang-
Undang Perlindungan Konsumen.

Selain itu, dalam UU ini juga diatur mengenai haksumen di Pasal 4 yang beberapa
diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamamankeselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan/atau jasa. Selain itu konsumen juga meyaphak untuk terhindarkan dari kerugian,
baik kerugian personal, maupun kerugian harta kaekdyOleh karena itu, penumpang sebagai
konsumen dari pengguna jasa PT KAl juga mempurgkiylang sama yaitu untuk mendapatkan
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan selama pilapan, pengangkut kereta api
bertanggung jawab terhadap kerugian yang dideriéh @enumpang dalam jangka waktu
pengangkutah kecuali kalau pengangkut dapat membuktikan bakevagian itu terjadi di luar
kesalahannya dan buruhnya. Apabila konsumen berarbakan dilindungi, maka hak-hak
konsumen harus dipenuhi, baik oleh pemerintah mawbeh pelaku usaha, karena pemenuhan
hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugtarsumen dari berbagai aspeklamun
fakta yang terjadi adalah masih banyak terdapat tdnpa tempat duduk yang ditawarkan kepada
penumpang karena tiket dengan tempat duduk sudais texjual sehingga penumpang harus
berdiri selama dalam perjalanan. Ini sering tenjaduk kereta lokal seperti KA Rapih Doho yang
melayani rute Surabaya — Blitar. Oleh karena itoutie tertarik untuk membahas hal ini lebih
lanjut dalam sebuah rumusan masalah apakah atwagemai penjualan tiket tanpa tempat duduk
bertentangan dengan hak-hak konsumen dalam UUPK.

1. Tujuan Pendlitian
Mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum mengeajualan tiket tanpa tempat duduk
pada kereta api jarak dekat. Dari hasil analisiseteut maka dapat dinilai apakah hak-hak

2 Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumerirdionesia Disertasi, Program
Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000140.

3 Abdulkadir MuhammadiHukum Pengangkutan Darat Laut dan Udagitra Aditya Abadi, Bandung,
1991, him 77.

4 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodsjukum Perlindungan Konsumebakarta, Raja Grafindo Persada,
2010, him 47.
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konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konswsueah terpenuhi dalam penjualan
tiket tanpa tempat duduk.

2. Manfaat Penelitian
Penelitian ini dapat digunakan sebagai referedandanenyusun suatu pendapat huKegul
opinion (LO) tentang perlindungan konsumen. Selain itu pgse ini diharapkan dapat
memperbaiki dan lebih memperhatikan hak-hak konsuyeag tertera dalam UUPK dalam
pelaksanaan jasa pengangkutan terutama di alapweasi kereta api jarak dekat.

3. Metode Pendlitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatibka metode yang digunakan adalah
metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mepesmecahan atas isu hukum yang timbul
didalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemnudidalah memberikan preskripsi
mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yangkain. Pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan perundang-undangastatute approac pendekatan konseptual
(conceptual approadl? Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penuisatiperoleh
dari sumber bahan hukum primer yang berkaitan derggngangkutan, kereta api, dan
perlindungan konsumen serta sumber bahan hukummdekwang diperoleh dari sumber-
sumber yang menunjang pembahasan permasalaharbgeumga pendapat-pendapat hukum,
ajaran-ajaran hukum, literatur hukum, surat kalblan artikel dari internet yang berkaitan
perlindungan konsumen, pengangkutan umum, dan ljagd wawancara dengan pihak PT
KAL.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aturan Penjualan Tiket Tanpa Tempat Duduk
Penyelenggaraan kereta api di Indonesia diatundb&berapa peraturan diantaranya:

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Retdemian;

SPeter Mahmud MarzukPenelitian HukumKencana Prenada Media Groupkarta, 2006Im. 113

70



:: HUKUM BISNIS:: EISSN 2460-0105
Universitas Narotama Surabaya
Volume 2 Nomor 2, Oktober 2018

b. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 terPamyelenggaraan
Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengatuf@ar@emerintah Nomor 6
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan P&ahdkamor 56 Tahun 2009
tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tgrtatu Lintas dan Angkutan

Kereta Api sebgaiamana telah diubah dengan Penafemerintah Nomor 61
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan P&ahdkamor 72 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
serta di berbagai peraturan menteri yang mtenglebih dalam mengenai aturan-aturan
diatasnya. Salah satunya Peraturan Menteri PerigabuRepublik Indonesia Nomor : PM 48
Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum Algk@rang Dengan Kereta Api yang
menjadi dasar pengadaan penjualan tiket tanpa tesoplak di beberapa kereta api kategori
tertentu.

Perkeretaapian dalam Pasal 5 UUKA menurut fungsidyaedakan menjadi
perkeretaapian umum dan perkeretaapian khusus,enetabian umum terdiri dari
perkeretapian perkotaan dan perkeretapian antarRetbedaan antara perkeretaapian umum
dan perkeretaapian khusus sesuai dengan penj&asah5 Ayat (2) UUKA adalah

Pasal 5 Ayat (2) Huruf a, yang dimaksud “perkengia perkotaan” adalah
perkeretaapian yang melayani perpindahan orang ildiyain perkotaan dan/atau
perjalanan ulang-alik dengan jangkauan

a. seluruh wilayah administrasi kota dan/atau

b. melebihi wilayah administrasi kota

Dalam hal perkeretaapian perkotaan berada di wilayetropolitan disebut kereta api
metro.

Pasal 5 Ayat (2) Huruf b, yang dimaksud denganKpetaapian antarkota” adalah
perkeretaapian yang melayani perpindahan oranga@danbarang dari satu kota ke
kota yang lain.

Dalam hal perkeretaapian antarkota melayani anglareng dan/atau barang dari satu
kota ke kota di negara lain, disebut kereta af@raegara.
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Penjualan tiket tanpa tempat duduk hanya diberlakuk perkeretaapian perkotaan
yang secara teknis diatur dalam Peraturan Menerhiubungan Republik Indonesia Nomor :
PM 48 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minidogkutan Orang Dengan Kereta Api.
Lebih lanjut dalam penjelasan Permenhub Nomor 4812015 yang terdapat dalam lampiran
dijelaskan bahwa untuk standar pelayanan minimgkatan orang dengan kereta api dalam
perjalanan adalah mencakup beberapa hal diantarakgaelamatan, keamanan,
kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudaharkedataraan.

Kereta Api yang menyediakan tiket tanpa tempat Huskalah satunya adalah KA
Rapih Doho yang termasuk dalam KA Perkotaan, kaBardasarkan Keputusan Direksi PT
Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor : KEP.U/LL.OQBAL/KA-2015 tentang Syarat-Syarat
dan Tarif Angkutan Kereta Api Penumpang disebutkan

Pasal 3
(1) Kereta Api jarak dekat yaitu Kereta Api denganak tempuh perjalanan maksimum
sejauh 150 kilometer, kecuali ditetapkan lain dkelnusahaan.
(2) Kereta Api jarak dekat memiliki ciri-ciri pglanan sebagai berikut :
a. karakteristik pelayanan :
1. menghubungkan beberapa stasiun di wilayah Daa@pang sama ataupun
lintas Daop/Divre;
2. melayani penumpang berdiri;
3. memiliki sifat perjalanan ulang alik/komuter;
4. melayani kebutuhan angkutan penumpang dari ldaguh-urban menuju
pusat kota atau sebaliknya.
b. pengaturan batas kapasitas maksimum
1. Kereta Api yang menggunakan sarana kereta detegapat duduk sejajar,
kapasitas maksimum sesuai dengan jumlah tempatkdodising-masing
sarana Kereta ditambah penumpang berdiri sejunfigdhdari jumlah tempat
duduk;
2. Kereta Api yang menggunakan sarana Keggagan tempat duduk
menyamping, kapasitas maksimum dibatasai 178 pemognpntuk setiap
Kereta.
Pasal 4
(1) Kereta Api jarak menengah yaitu Kereta apigéenjarak tempuh perjalanan antara
151 kilometer sampai dengan 450 kilometer.
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(2) Kereta Api jarak jauh adalah angkutan Kergbadengan jarak tempuh perjalanan
di atas 450 kilometer.
(3) Kereta Api jarak menengah dan Kereta Api jgaalh memiliki ciri-ciri pelayanan
yang dijelaskan sebagai berikut:
a. karakteristik pelayanan
1. menghubungkan beberapa stasiun antar kota;
2. tidak menyediakan layanan penumpang berdiri;
3. melayani kebutuhan angkutan penumpang antar kota
b. kapasitas maksimum sesuai dengan jumlah terapgakdersedia untuk masing-
masing sarana Kereta.
c. kelas pelayanan terdiri atas :
1. kelas eksekutif;
2. kelas bisnis;
3. kelas ekonomi.

Fasilitas dan kualitas pelayanan yang diberikangaem pada Permenhub Nomor 48
Tahun 2015 yang lebih rincinya telah disebutkanagdissedangkan beberapa hal yang perlu
diperhatikan terkait KA Rapih Doho mengenai stamqpayanan minimal adalah :
a. indikator jumlah maksimum kapasitas untuk KAtakrkKota penumpang memiliki
nomor tempat duduk, sedangkan untuk KA Perkotaapaé duduk maksimal 20%
dari spesifikasi teknis kereta dan ruang untuk raaglut penumpang berdiri
maksimumim? untuk 6 orang.
b. fasilitas pengatur sirkulasi udara dalam KA B&akn minimal adalaf7°C.
c. fasilitas pegangan penumpang berdiri merupédsilitas yang diperuntukkan bagi
penumpang berdiri pada KA Perkotaan yang tolok nyairmudah digapai, kuat
dan tersedia minimal 90 buah pada setiap kereta.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen dalam UUPK
Hak Konsumen dalam Pasal 4 UUPK :

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselanadsam shengonsumsi barang
dan/atau jasa;
b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang danjfata sesuai dengan nilai

tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
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c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jojangenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa;

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannyalseeng dan/atau jasa yang
digunakan;

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungam udpaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikaskoen;

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara beten jujur serta tidak
diskriminatif;

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/adiau penggantian, apabila
barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuagateperjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya,

I. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peratuemmlang-undangan lainnya.

Hak atas keamanan dan keselamatan dimaksudkan mefjkmin keamanan dan

keselamatan konsumen dalam penggunaan barangaatawdng diperolehnya, sehingga
konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik mawpsikis) apabila mengonsumsi suatu
produk.

Kewajiban Konsumen dalam Pasal 5 UUPK :

a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi davsemur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanaeskelamatan;

b. beritikad baik dalam melaukan transaksi pembddarang dan/atau jasa;

c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang diséipaka

d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketandarigan konsumen secara
patut.

3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dalam UUPK

6 Ahmadi Miru dan & Sutarman Yodéjukum Perlindungan Konsumedakarta, Raja Grafindo Persada,
2004, him 41
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Hak Pelaku Usaha dalam Pasal 6 UUPK
a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai ddresmpakatan mengenai
kondsi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yapgrdagangkan;
b. hak untuk mendapat perlindungan hukum demdakan konsumen yang
beritikad tidak baik;

c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnydatiim penyelesaian hukum
sengketa konsumen;

d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbsdétara hukum bahwa kerugian
konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atauyasg diperdagangkan;

e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturampang-undangan lainnya.

Kewajiban Pelaku Usaha dalam Pasal 7 UUPK :

a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya

b. memberikan informasi yang benar, jelas, danrjupengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi peajef@nggunaan, perbaikan
dan pemeliharaan;

c. memperlakukan atau melayani konsumen secara logamajujur serta tidak
diskriminatif;

d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang dipsadidn/atau diperdagangkan
berdasarkan ketentuan standar mutu barang dagéatayang berlaku;

e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk merdaniatau mencoba
barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jandiaafatau garansi atas barang
yang dibuat dan/atau diperdagangkan;

f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau pengmanatas kerugian akibat

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang alanjasa yang
diperdagangkan;
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g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggaapabila barang dan/atau

jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak seseragah perjanjian.

Kewajiban Pelaku Usaha dalam UUKA
Kewajiban pelaku usaha diatur secara tersebar ddlaiA, diantaranya :
a. Pasal 130 (1)
Pengangkutan orang dengan kereta api dilakukarademgnggunakan kereta.
b. Pasal 131 (1)
Penyelenggara sarana perkeretaapian wajib membefasilitas khusus dan
kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, dimdwah lima tahun,
orang sakit, dan orang lanjut usia.
c. Pasal 132 (1)
Penyelenggara perkeretaapian wajib mengangkut oyang telah memiliki
karcis.
d. Pasal 133 (1)
Dalam penyelenggaraan pengangkutan orang dengeta legi, Penyelenggara
Sarana Perkeretaapian wajib :
(1) mengutamakan keselamatan dan keamanan orang;
(2) mengutamakan pelayanan kepentingan umum;
(3) menjaga kelangsungan pelayanan pada lintagdiggtapkan;
(4) mengumumkan jadwal perjalanan kereta api @aifi angkutan kepada
masyarakat; dan
(5) mematuhi jadwal keberangkatan kereta api.
e. Pasal 133 (2)
Penyelenggara saranan perkeretaapian wajib mengkanukepada pengguna

jasa apabila terjadi pembatalan dan penundaan &aieatan, keterlambatan
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kedatangan, atau pengalihan pelayanan lintas kapetdisertai dengan alasan

yang jelas.

4. Aturan Tiket Tanpa Tempat Duduk Bertentangan dengan Hak Konsumen

Penjualan tiket tanpa tempat duduk menjadi tidajamiketika diterapkan juga pada
KA Rapih Doho, meskipun telah diatur juga dalam #tean Direksi PT Kereta Api Indonesia
(Persero) Nomor : KEP.U/LL.003/XI/1/KA-2015 tentafyarat-Syarat dan Tarif Angkutan
Kereta Api Penumpang bahwa Kereta Api yang menggamaarana kereta dengan tempat
duduk sejajar, kapasitas maksimum sesuai dengdahuempat duduk masing-masing sarana
Kereta ditambah penumpang berdiri sejumlah 50%jdaniah tempat duduk. KA Rapih Doho
total menjual 150 tiket dengan rincian 100 tiketdk dan 50 tiket tanpa tempat duduk. KA
Rapih Doho termasuk ke dalam kategori kereta apiop@an jarak dekat namun waktu tempuh
mencapai lebih dari lima jam. Kategori kereta &pmasuk ke dalam jarak dekat, menengah,
maupun jauh tidak ditentukan berdasarkan waktu sénmamun berdasarkan jarak kilometer
yang ditempuh kereta tersebut seperti yang dijalaslalam Keputusan Direksi PT Kereta Api
Indonesia (Persero) Nomor : KEP.U/LL.003/XI/1/KAi®) tentang Syarat-Syarat dan Tarif
Angkutan Kereta Api Penumpang.

Ketika aturan yang sama mengenai pengadaan tikgiataempat duduk juga
diterapkan untuk KA Rapih Doho menimbulkan banya&npsalahan diantaranya sebagai
berikut :

a. Diadakan tiket tanpa tempat duduk namun tidattadkan tempat yang layak untuk
penumpang berdiri selama dalam perjalanan, tidakfasilitas pegangan seperti
yang sudah diatur dalam Permenhub. Karena tidakyadeempat khusus untuk
berdiri, maka penumpang dengan tiket tanpa temydildberdiri di bordes, ujung-
ujung gerbong, di sepanjang koridor yang tentu segagganggu penumpang yang
memiliki tempat duduk karena merasa sempit daresaiki oleh penumpang yang

berdiri. Gerbong kereta untuk KRL sudah didesasuaedengan aturan dalam
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Permenhub Nomor : PM 48 Tahun 2015 tentang StaRéyanan Minimum
Angkutan Orang Dengan Kereta Api karena sudah pa&ti termasuk dalam KA
Perkotaan yang fasilitasnya yaitu meliputi faslifgegangan penumpang berdiri
merupakan fasilitas yang diperuntukkan bagi penurmpaerdiri pada KA
Perkotaan yang tolok ukurnya mudah digapai, kuattdesedia minimal 90 buah
pada setiap kereta, gerbongnya juga dirancang yaegiwungkinkan untuk
banyaknya orang berdiri di dalamnya. SedangkamuKl& Rapih Doho rancangan
gerbongnya tidak memungkinkan untuk ada penumpaangg yberdiri karena
gerbong KA Rapih Doho sama dengan gerbong keretayéang termasuk dalam
kategori kereta antar kota dimana masing-masingimppang memiliki tempat
duduk sehingga tidak ada yang berdiri jadi tidala dasilitas pegangan yang
seharusnya terdapat dalam KA Perkotaan;

b. Aturan yang berlaku mengenai faktor kenyamamed@rituan mengenai ruang untuk
mengangkut penumpang berdiri maksimum? untuk 6 orang sangat kontradiktif
antara kenyamanan dan jumlah maksimum yang ditetekérena tentu saja untuk
ruanglm? akan sangat sempit untuk 6 orang dewasa berdsabe-sama, belum
lagi dengan ukuran penumpang yang bertubuh besabatang yang dibawanya
ke dalam kereta sehingga membutuhkan ruang lelitk doerdiri. Ketika 6 orang
berdiri diruang seluasm? maka ruang geraknya akan sangat terbatas.

c. Adanya penumpang yang berdiri pada ujung-ugerpong menyebabkan pintu-
pintu gerbong tidak tertutup sehingga pendingiangan yang sudah diatur
maksimal27°C tidak berfungsi maksimal dan menyebabkan suhu dalemgan
menjadi panas dan menimbulkan ketidaknyamanandedigip penumpang;

d. Dari waktu tempuh juga sangat berbeda antara #&1L KA Rapih Doho, KRL
hanya membutuhkan waktu sekitar dua jam sedangkéan Répih Doho
membutuhkan waktu lebih dari lima jam untuk sangzada tujuan akhir di Blitar.

Lamanya waktu tempuh yang membuat penumpangtéamppat duduk juga
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berdiri selama waktu tempuh tersebut. Berdasarkaelpgian, berdiri selama dua

jam tidak menyebabkan masalah, tetapi periode lnilg lama akan menimbulkan

gangguan kesehatan yang mungkin timbul diantaramtak masalah jangka

pendek seperti kaki kram dan nyeri punggung daralahagangka panjang biasanya
kurang disadafj

e. Tidak adanya perbedaan harga untuk penumpargpedempat duduk maupun
tanpa tempat duduk, yang membedakan harga hanjatak kota yang dituju
penumpang tersebut. Tidak adanya perbedaan hamgsniga diimbangi juga
dengan tidak adanya perbedaan hak dan kewajibampamg, namun yang terjadi
adalah penumpang tanpa tempat duduk melakukan ikamwajsama seperti
penumpang dengan tempat duduk namun mendapatkanyangkberbeda yaitu
tidak mendapatkan tempat duduk selama perjalanan;

f. Faktor keselamatan jika dilihat berdasarkamymin dalam Permenhub Nomor :
PM 48 Tahun 2015 memang sudah terpenuhi, yang atielijormasi dan fasilitas
keselamatan mengenai ketersediaan dan peralataelpe@tan darurat dalam
bahaya dan fasilitas kesehatan untuk penanganada&eadarurat. Faktor
keselamatan lain yang menjadi terabaikan adalabnkabanyaknya penumpang
yang berdiri tidak pada tempatnya sehingga keti#la penumpang lain yang
berjalan dalam kondisi kereta api bergerak makgatanemungkinkan penumpang
tersebut jatuh saat berjalan dan menimpa bahkanbateagakan penumpang
lainnya;

g. Tidak ada tiket yang dikhususkan bagi penumpamgja maupun bagi penumpang
berkebutuhan khusus, sehingga semua tempat dudgkigesedia akan terisi bagi

penumpang yang memiliki tiket dengan tempat duduk.

"https://lifestyle.kompas.com/read/2015/07/31/08@EBIEfek.Kesehatan.Berdiri.Lama.Setiap.Hari
diakses pada 8 April jam 23.34 WIB
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Poin-poin tersebut diatas tentu saja menimbulkatidd&enyamanan baik bagi
penumpang baik dengan tempat duduk maupun bagingemg tanpa tempat duduk.
Penerapan faktor keselamatan dan keamanan jikaadidan pada Permenhub Nomor : PM 48
Tahun 2015 memang sudah sesuai, namun ada belbatag@ng harus ditambahkan terutama
untuk KA Rapih Doho terkait keselamatan penumpasmat &ereta berjalan. Selain faktor
kenyamanan, faktor keselamatan juga menjadi tekabalengan banyaknya penumpang yang
memadati satu gerbong kereta dan tentu saja irangghr hak konsumen baik yang terdapat
pada Pasal 4 Permenhub Nomor : PM 48 Tahun 201punawk hak konsumen pada Pasal 4
UUPK yang menegaskan bahwa hak atas kenyamanangkaa dan keselamatan konsumen
merupakan hal yang paling pokok dan utama dalatimgangan konsumen yang seharusnya
diterima konsumen dalam menggunakan barang dangautersebut. Barang dan/atau jasa
yang penggunaannya tidak memberikan kenyamandebiterlagi yang tidak aman atau
membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak diedarkan dalam masyaraKat.

Jika dikaitkan dengan hak-hak konsumen yang tetdd@am Pasal 4 UUPK dan
berdasarkan fakta yang terjadi sehari-harinya nkekantuan mengenai pengadaan tiket tanpa
tempat duduk pada KA Rapih Doho tidak memenuhi keksumen di poin a Pasal 4 UUPK
Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan aeagonsumsi barang dan/atau jasa.
Pengadaan tiket tanpa tempat duduk pada KA Rapko Deenjadi tidak layak karena kereta
ini dikategorikan sebagai KA Perkotaan yang semyasnenjadi KA Antar Kota atau KA
Rapih Doho harus menggunakan rancangan gerbongsgasngi dengan kriteria KA Perkotaan
agar fasilitas yang diberikan juga memadai dan memehak-hak konsumen yang telah
dijamin dalam UUPK. Selain daripada itu salah $a&wajiban dari pelaku usaha dalam Pasal
7 UUPK adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatsahanya, sehingga sebagai pihak
penyedia jasa PT KAI harus memperhatikan kaksumen terkait seputar keamanan,

keselamatan, dan kenyamanan agar diterapkan dasanygng ditawarkan kepada konsumen.

8 Gunawan Widjaja & Ahmad YanHukum Tentang Perlindungan Konsum@&mnamedia Pustaka Utama,
Jakarta, 2001, him 30.
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C. PENUTUP

1. Kesmpulan

Sesuai aturan yang ada maka pengadaan tiket tarppat duduk memang
diperbolehkan oleh PT KAI sebagai penyedia jasaspartasi, namun sebagai badan usaha
milik negara yang berorientasi pada pelayanan publi KAI tidak memperhatikan hak-hak
penumpang yang seharusnya merasa aman, nyamaseldarat selama dalam perjalanan. Jadi
bisa disimpulkan bahwa aturan mengenai penjualket ttanpa tempat duduk kurang
memperhatikan hak-hak konsumen yang terdapat ddlaRK.

2. Saran

Beberapa saran yang dapat diterapkan adalah mehgombah gerbong, karena selama ini
hanya lima gerbong sekali perjalanan yang dirasangumengakomodir tingginya peminat KA
Rapih Doho. Menyesuaikan bentuk gerbong KA Rapilhdsesuai dengan standar minimal
KA Perkotaan dalam Peraturan Menteri Perhubunggulbtdé Indonesia Nomor : PM 48
Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum Amrgk@rang Dengan Kereta Api. Serta
menambah jadwal keberangkatan untuk kereta laigatejurusan yang sama agar penumpang
tidak terpusat di KA Rapih Doho.
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